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Abstrak

Dengan kemajuan teknologi blockchain, kontrak pintar (smart contracts) telah muncul sebagai
instrumen digital otomatis untuk transaksi lintas negara. Namun, otomatisasi dan kekakuan sistem
tersebut menimbulkan hambatan serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum perdata, khususnya
dalam hal kekuatan mengikat (enforceability) dan penyelesaian sengketa (dispute resolution).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian antara karakteristik kontrak pintar itu
sendiri dengan sistem hukum perdata internasional, serta mengungkap hambatan hukum yang
menghalangi penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis
komparatif terhadap 50 dokumen hukum dan akademik yang bersumber dari Indonesia, Amerika
Serikat, dan Uni Eropa, penelitian ini menemukan adanya perbedaan regulasi dan ketiadaan
standar internasional yang terharmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa jauh
lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal kesiapan regulasi. Secara
esensial, penelitian ini mengusulkan sistem hukum hibrida, yaitu kombinasi antara ketentuan
nasional dan internasional (misalnya Model Law UNCITRAL) untuk membentuk mekanisme
penyelesaian sengketa digital berbasis blockchain. Temuan ini memperluas cakrawala teori
hukum kontrak digital dan menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengelola
kompleksitas hukum kontrak pintar lintas yurisdiksi.

Kata Kunci: Kontrak Cerdas, Rantai Blok, Hukum Perdata Internasional, Daya Laksana atau
Kekuatan Mengikat Hukum, Penyelesaian Sengketa
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I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan inovasi-inovasi baru dalam dunia hukum dan
transaksi bisnis, salah satunya adalah kehadiran smart contract yang berbasis teknologi blockchain.
Smart contract adalah program komputer yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian antara para
pihak tanpa memerlukan campur tangan pihak ketiga (Taherdoost, 2023). Dalam konteks transaksi lintas
negara, smart contract dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya
transaksi, dan mempercepat proses kesepakatan (Maruf Ahmed Mridul et al.,, 2024). Namun,
penggunaan smart contract juga menimbulkan tantangan serius terhadap sistem hukum perdata yang
selama ini bergantung pada asas kehendak bebas, asas konsensualisme, dan mekanisme penyelesaian
sengketa formal melalui lembaga peradilan (Ahmed Abdulkhudhur Jasim, 2024). Persoalan muncul
ketika terjadi sengketa atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak otomatis ini, karena tidak semua
yurisdiksi mengakui keabsahan smart contract sebagai alat bukti atau dasar hukum dalam gugatan

perdata (Zhuk, 2025).

Saat ini, adopsi smart contract dalam transaksi lintas negara terus meningkat. Penelitian (Bassan &
Rabitti, 2024) menunjukkan bahwa nilai pasar smart contract secara global diperkirakan mencapai USD
146 miliar pada tahun 2027, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 24,2%. Di sektor logistik,
keuangan, dan perdagangan internasional, smart contract telah dimanfaatkan untuk memfasilitasi
transaksi tanpa batas negara dan tanpa perantara (Harvey & Rabetti, 2024). Meski begitu, menurut
(Omar Farouk Al Mashhour et al., 2023), hanya sebagian kecil negara yang memiliki kerangka hukum
yang secara eksplisit mengatur keabsahan dan penegakan smart contract. Di Indonesia sendiri, belum
terdapat regulasi spesifik yang mengakomodasi teknologi ini secara komprehensif dalam hukum perdata
nasional maupun dalam konteks transaksi lintas negara. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (legal

vacuum) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi para pihak (Kang, 2023).

Sejumlah studi telah membahas keberadaan smart contract dari sudut pandang hukum dan teknologi.
(Sillanpéa, 2020) menjelaskan bahwa otomatisasi kontrak menimbulkan tantangan terhadap asas
kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen. (Taeihagh, 2023) menyarankan perlunya
pendekatan regulatif baru yang mampu mengakomodasi teknologi disruptif ini dalam sistem hukum
tradisional. Selain itu, penelitian oleh (Vatiero, 2022) menekankan bahwa struktur smart contract yang
kaku dan tanpa interpretasi manusia dapat mengakibatkan ketimpangan hak dan kewajiban para pihak
jika terjadi kesalahan atau kegagalan sistem. Namun, literatur-literatur tersebut sebagian besar masih
membahas konteks domestik atau teknis, dan belum banyak yang memfokuskan kajian pada aspek
penegakan hukum perdata dalam transaksi lintas negara yang menggunakan smart contract berbasis

blockchain.

Meskipun telah banyak penelitian yang menyoroti aspek teknologi, validitas hukum, serta potensi smart

contract dalam dunia bisnis, masih terdapat kesenjangan penting dalam kajian akademik, khususnya
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terkait mekanisme penegakan hukum perdata pada transaksi lintas negara. Kajian-kajian terdahulu
belum secara memadai membahas bagaimana karakteristik smart contract yang bersifat otomatis, tidak
fleksibel, dan lintas yurisdiksi menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum perdata internasional
(Heidari, Hashemi, & Khorsand, 2024). Belum tersedia pula model atau pendekatan hukum perdata
yang adaptif dalam menangani sengketa yang timbul akibat pelaksanaan smart contract antara pihak dari
negara yang berbeda sistem hukum. Ketiadaan instrumen hukum yang harmonis di tingkat internasional

memperbesar risiko kegagalan penegakan hak dan kewajiban para pihak (Bayram & Miller, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan-tantangan penegakan hukum
perdata terhadap smart contract yang digunakan dalam transaksi lintas negara berbasis blockchain.
Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum perdata
internasional dengan karakteristik smart contract, mengkaji hambatan hukum yang dihadapi para pihak,
serta menyusun rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hukum dalam

penggunaan teknologi ini secara lintas batas negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pemetaan persoalan hukum aktual yang
belum banyak disentuh secara spesifik oleh kajian hukum perdata internasional, yaitu penegakan hak-
hak keperdataan dalam penggunaan smart contract lintas negara. Kebaruan dari penelitian ini terletak
pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum teknologi informasi, hukum
perdata internasional, dan transaksi elektronik (Lee, 2024). Penelitian ini juga menawarkan pendekatan
interpretasi hukum yang lebih dinamis serta usulan pengembangan norma dan mekanisme hukum lintas

negara yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi blockchain (Kiskis, 2024).

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini
memperkaya literatur hukum perdata internasional dengan membahas isu kontemporer yang berkaitan
dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan ilmiah bagi pengembangan
teori-teori hukum kontrak digital dan hukum teknologi (Andrade & Matias, 2022). Dari sisi praktis, hasil
penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang mendukung
kepastian hukum dalam transaksi digital lintas negara. Selain itu, penelitian ini juga memberikan
manfaat bagi pelaku industri teknologi, praktisi hukum, dan lembaga penyelesaian sengketa
internasional dalam memahami risiko hukum serta alternatif perlindungan yang relevan dalam

penggunaan smart contract (Osborne, 2024).

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis
norma-norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan smart contract dalam transaksi lintas negara
berbasis blockchain. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian

dokumen hukum, prinsip-prinsip hukum perdata, serta perbandingan pengaturan hukum antarnegara
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dalam konteks teknologi baru. Sifat penelitian ini adalah eksploratif dan analitis, karena bertujuan
menggali dan menguraikan secara mendalam tantangan penegakan hukum perdata yang muncul akibat
penerapan kontrak otomatis lintas yurisdiksi. Untuk memperluas perspektif, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan komparatif, yakni membandingkan kerangka hukum di Indonesia, Amerika
Serikat, dan Uni Eropa terkait pengakuan, keabsahan, dan enforceability smart contract. Selain itu,
pendekatan konseptual digunakan untuk menyusun model interpretasi hukum yang lebih adaptif
terhadap karakteristik smart contract dan sistem blockchain. Pendekatan interdisipliner turut diterapkan,
yaitu dengan menggabungkan elemen hukum perdata internasional, hukum teknologi informasi, dan

hukum kontrak digital guna memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh.
B. Karakteristik dan Kriteria Pemilihan Sumber Hukum

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas dokumen hukum dan literatur ilmiah yang membahas aspek
legal dari smart contract dalam transaksi lintas negara. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif,
maka subjek penelitian berupa data sekunder seperti regulasi, konvensi internasional, kebijakan
pemerintah, putusan pengadilan, serta artikel jurnal ilmiah. Sampel dipilih secara purposive dengan
mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dan tingkat reputasi sumber. Jumlah
data yang digunakan terdiri dari 30 dokumen hukum, yang mencakup 8 regulasi internasional seperti
UNCITRAL Model Law dan EU Regulation on Markets in Crypto-Assets (MiCA), 12 peraturan
nasional termasuk UU ITE dan kebijakan Bappebti di Indonesia, serta 10 putusan pengadilan yang
relevan. Selain itu, digunakan pula 20 artikel jurnal ilmiah bereputasi dari database seperti Scopus dan
HeinOnline yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024). Literatur yang hanya

bersifat teknis atau tidak membahas dimensi hukum lintas negara dikecualikan dari sampel penelitian.
C. Teknik Pengumpulan Data Hukum Sekunder

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Peneliti terlebih
dahulu melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber yang relevan dari berbagai basis data akademik
seperti Scopus, ScienceDirect, SSRN, dan HeinOnline, serta situs resmi lembaga hukum internasional
seperti UNCITRAL, OECD, dan European Commission. Proses pengumpulan data dilakukan dalam
tiga tahap utama. Pertama, peneliti mengumpulkan literatur dan regulasi berdasarkan kriteria inklusi.
Kedua, dilakukan seleksi terhadap dokumen yang secara substantif berkaitan dengan legalitas dan
enforceability smart contract. Ketiga, setiap dokumen diklasifikasi dan diberi kode berdasarkan tema-
tema utama seperti yurisdiksi hukum, asas kebebasan berkontrak, validitas kontrak digital, dan
mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk

memastikan bahwa setiap data yang digunakan relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.
D. Instrumen Analisis Dokumen Hukum dan Validasi

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis isi dokumen hukum, yang berfungsi untuk

mengorganisasi informasi dari tiap dokumen berdasarkan variabel atau tema yang telah ditentukan
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sebelumnya. Lembar analisis ini memuat indikator seperti status pengakuan hukum smart contract,
prinsip hukum perdata yang berlaku, pendekatan yurisdiksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Instrumen ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan secara sistematis bagaimana masing-
masing negara atau lembaga hukum mengatur keberadaan smart contract. Untuk menjamin validitas dan
reliabilitas instrumen, dilakukan proses peninjauan (peer review) oleh dua pakar hukum teknologi
informasi dan satu pakar hukum perdata internasional. Selain itu, peneliti menggunakan perangkat lunak
manajemen referensi seperti Mendeley untuk memastikan ketepatan dan konsistensi dalam pengutipan

sumber.
E. Teknik Analisis Isi dan Komparatif Antar Yurisdiksi

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan metode analisis isi (content analysis) dan analisis
komparatif hukum. Analisis isi digunakan untuk menelaah muatan normatif dari setiap dokumen hukum
atau literatur yang dikaji, dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan isu-isu hukum yang
muncul terkait smart contract. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pendekatan
hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terhadap aspek validitas kontrak otomatis, yurisdiksi
lintas negara, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tahapan analisis meliputi: pemberian kode pada
data, klasifikasi isu, analisis persamaan dan perbedaan antar negara, serta sintesis temuan untuk
membentuk kerangka hukum yang lebih responsif terhadap teknologi blockchain. Untuk mendukung
keakuratan dan efisiensi proses analisis, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo versi 14 guna

mengelola data tematik dan menyusun representasi visual hasil analisis.
F. Tahapan Operasional Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam enam tahap sistematis. Tahap pertama adalah eksplorasi
literatur dan regulasi guna membangun pemahaman dasar dan mengidentifikasi isu-isu hukum utama
yang terkait dengan smart contract lintas negara. Tahap kedua adalah pengumpulan dan seleksi dokumen
hukum serta artikel ilmiah sesuai dengan kriteria inklusi. Tahap ketiga adalah klasifikasi dan pemberian
kode tematik pada dokumen yang telah dikumpulkan. Tahap keempat adalah analisis komparatif
terhadap sistem hukum di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa dalam hal pengakuan dan
enforceability smart contract. Tahap kelima adalah penyusunan model konseptual atau alternatif
normatif yang dapat menjawab tantangan enforceability kontrak digital lintas yurisdiksi. Tahap terakhir
adalah penyusunan dan penulisan hasil penelitian dalam format artikel ilmiah sesuai struktur IMRAD

dan kaidah akademik.
G. Pertimbangan Etis dalam Kajian Dokumen Hukum

Meskipun penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, peneliti tetap menerapkan prinsip etika
akademik secara ketat. Seluruh dokumen hukum dan literatur yang digunakan dikutip secara transparan,
akurat, dan sesuai dengan standar pengutipan ilmiah. Peneliti tidak melakukan manipulasi data atau isi

dokumen, serta menjaga objektivitas dalam menyusun analisis dan kesimpulan. Untuk memastikan
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integritas ilmiah, penelitian ini menghindari praktik plagiarisme dan menjamin bahwa sintesis serta
argumentasi hukum yang disampaikan bersifat orisinal. Selain itu, seluruh sumber hukum yang
digunakan merupakan dokumen publik dan digunakan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan

standar lisensi hukum internasiona.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

A. Variasi Regulasi Smart Contract antar Yurisdiksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam pengakuan hukum terhadap
smart contract di tiga yurisdiksi utama yang menjadi objek kajian, yaitu Indonesia, Amerika Serikat,
dan Uni Eropa. Melalui analisis terhadap 30 dokumen hukum dan 20 artikel ilmiah, ditemukan bahwa
Uni Eropa memiliki pendekatan yang paling progresif dengan diterbitkannya Markets in Crypto-Assets
(MiCA) dan DLT Pilot Regime yang memberikan pengakuan implisit terhadap smart contract.
Sementara itu, Amerika Serikat memiliki pendekatan yang tidak seragam, karena hanya beberapa negara
bagian yang mengatur secara eksplisit tentang enforceability smart contract. Di sisi lain, Indonesia masih
belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur keberadaan dan keabsahan smart contract,
sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam
transaksi lintas negara. Penyajian data ini dirangkum dalam Tabel 1 yang menunjukkan perbedaan status
pengakuan dan pengaturan smart contract di ketiga yurisdiksi tersebut, termasuk mekanisme

penyelesaian sengketa yang digunakan.

Tabel 1. Status Pengakuan dan Pengaturan Smart Contract Di Tiga Yurisdiksi

Yurisdiksi Status Pengakuan Regulasi Khusus Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Indonesia Tidak eksplisit Belum tersedia Arbitrase terbatas, pengadilan umum
Amerika Serikat | Parsial Berdasarkan negara bagian | Pengadilan federal & arbitrase privat
Uni Eropa Diakui implisit MiCA, DLT Pilot Regime | ODR, European e-Justice

Selain itu, hasil pengkodean awal yang divisualisasikan dalam Gambar 1 menggambarkan tingkat
pengakuan dan keberadaan regulasi smart contract di ketiga wilayah secara kuantitatif. Gambar 1
menggambarkan perbandingan tingkat pengakuan hukum dan regulasi smart contract di tiga yurisdiksi
utama, yakni Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Penilaian dilakukan dengan menggunakan
skala tiga tingkat, yaitu skor 0 untuk tidak diakui, skor 1 untuk pengakuan parsial, dan skor 2 untuk
pengakuan eksplisit. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa Indonesia berada pada skor 0 karena belum
memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur keberadaan atau enforceability smart contract,
sehingga mencerminkan kekosongan hukum. Amerika Serikat mendapat skor 1 karena pengakuannya
bersifat terbatas, hanya berlaku di beberapa negara bagian dan belum diatur secara federal. Sementara
itu, Uni Eropa memperoleh skor tertinggi, yaitu 2, karena telah memiliki kerangka regulasi seperti MiCA
dan DLT Pilot Regime yang, meskipun tidak selalu menyebut smart contract secara langsung, telah

memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur untuk kontrak digital. Gambar ini menekankan

34 JAKSA - Jurnal Kajian I[lmu Hukum dan Politik | Vol. 3, No. 4, Oktober 2025



Challenges of Civil Law Enforcement on Smart Contracts...

ketimpangan kesiapan regulatif antar negara dalam menghadapi adopsi teknologi smart contract lintas

yurisdiksi.

Diakui Eksplisit |

Diakui Parsial

Tingkat Pengakuan dan Regulas

0

Tidak Diakui

Indonesia Amerika Serikat Uni Eropa

Gambar 1. Visualisasi Tingkat Pengakuan Dan Regulasi Smart Contract
B.  Kesenjangan Hukum dan Hambatan dalam Penegakan Smart Contract

Berdasarkan tujuan penelitian, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara prinsip dasar hukum
perdata dengan karakteristik smart contract. Secara normatif, sistem hukum perdata mengandalkan asas
konsensualisme, kehendak bebas, dan itikad baik, sementara smart contract dijalankan secara otomatis
tanpa intervensi manusia. Akibatnya, ruang interpretasi terhadap maksud para pihak menjadi terbatas,
sehingga dapat menimbulkan sengketa apabila terjadi kekeliruan atau kegagalan sistem. Di Indonesia,
ketidaksesuaian ini semakin kompleks karena belum ada perangkat hukum yang mengatur tentang

verifikasi dan legalitas kontrak berbasis kode.

Penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi para pihak dalam transaksi lintas negara.
Pertama, tidak adanya forum yurisdiksi tunggal menyebabkan kesulitan dalam menentukan pengadilan
yang berwenang menyelesaikan sengketa. Kedua, validitas smart contract sebagai alat bukti hukum
masih diperdebatkan di banyak negara. Ketiga, adanya perbedaan standar teknologi dan pengaturan
hukum antarnegara menyebabkan potensi konflik hukum lintas yurisdiksi semakin besar. Sebagai solusi,
penelitian ini menyusun rekomendasi berupa kerangka hukum hybrid yang menggabungkan aspek
nasional dan internasional. Diperlukan penyesuaian regulasi nasional dengan prinsip-prinsip seperti
UNCITRAL Model Law, serta pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang berbasis digital dan

blockchain untuk menjawab tantangan enforceability dalam konteks global.

C. Pola Tematik dan Frekuensi Masalah Hukum dalam Literatur
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Meskipun penelitian ini berjenis kualitatif, peneliti melakukan kuantifikasi atas tema-tema hukum yang
ditemukan dalam 50 dokumen (30 regulasi dan 20 artikel ilmiah). Analisis ini dilakukan dengan
perangkat lunak NVivo 14 untuk mengidentifikasi frekuensi kemunculan isu-isu utama. Hasilnya
menunjukkan bahwa isu tentang validitas dan enforceability smart contract merupakan tema yang paling
dominan, diikuti oleh permasalahan mekanisme penyelesaian sengketa, perbedaan yurisdiksi hukum,
perlindungan konsumen, dan kebutuhan akan harmonisasi regulasi. Informasi ini disajikan secara rinci
dalam Tabel 2. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa enforceability merupakan isu yang paling krusial
dalam pengembangan smart contract lintas negara. Selain itu, pentingnya sistem penyelesaian sengketa

yang adaptif juga menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi di sebagian besar

yurisdiksi.
Tabel 2. Frekuensi Kemunculan Tema Hukum Dalam Dokumen yang Dianalisis
Tema Utama Frekuensi (Jumlah Dokumen)
Validitas dan enforceability 25
Mekanisme penyelesaian sengketa 22
Tantangan lintas yurisdiksi 18
Kebutuhan harmonisasi regulasi 17
Perlindungan konsumen dan data 14

D. Temuan Signifikan terhadap Penegakan Hukum Perdata Lintas Negara

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa temuan utama yang signifikan dan relevan terhadap
permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pertama, tidak adanya harmonisasi regulasi internasional
terkait smart contract menjadi hambatan terbesar dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.
Kedua, sistem hukum Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menampung
keberadaan dan enforceability smart contract, yang dapat menimbulkan risiko hukum dalam transaksi
lintas negara. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional dinilai tidak mampu menangani
kompleksitas kontrak digital yang bersifat otomatis, sehingga dibutuhkan alternatif penyelesaian
berbasis teknologi seperti ODR dan blockchain arbitration. Selain itu, penelitian ini juga menemukan
bahwa perbedaan interpretasi dan definisi hukum terhadap smart contract antarnegara menyebabkan
tingginya potensi konflik hukum dan ketidakpastian. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya internasional
untuk menyusun standar hukum bersama yang dapat dijadikan rujukan dalam menilai keabsahan dan
enforceability smart contract secara lintas yurisdiksi. Hal ini penting untuk menciptakan sistem transaksi

digital global yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa smart contract, meskipun menawarkan efisiensi tinggi dalam transaksi
lintas negara, masih menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan hukum perdata. Hasil
menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan regulasi yang nyata antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan
Indonesia. Uni Eropa telah menunjukkan kesiapan regulatif melalui instrumen seperti MiCA dan DLT

Pilot Regime yang memberikan pengakuan implisit terhadap smart contract (Tauda, Omara, & Armone,
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2023). Sebaliknya, Amerika Serikat, meskipun dikenal sebagai negara dengan inovasi teknologi yang
pesat, belum memiliki kebijakan federal yang seragam dan hanya beberapa negara bagian yang
mengatur secara eksplisit, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan hukum (Srinivas Parinandi et al.,
2024). Sementara itu, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur keberadaan dan
enforceability smart contract dalam sistem hukum nasional (Salsabila & Kurniasari, 2023). Hal ini
menunjukkan adanya kekosongan hukum (lega/ vacuum) yang dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum dan risiko kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak digital lintas yurisdiksi.
Temuan ini memperjelas bahwa karakteristik smart contract yang bersifat otomatis dan tidak fleksibel
tidak sejalan dengan asas-asas klasik dalam hukum perdata, seperti kehendak bebas, asas
konsensualisme, dan prinsip itikad baik, sehingga menimbulkan potensi sengketa baru dalam

pelaksanaannya (Khuan, Wulandari, & Sothy, 2025).

Hasil penelitian ini mendukung dan sekaligus memperluas temuan dari penelitian sebelumnya. Beberapa
studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Helen Eenmaa et al., 2022), telah mengingatkan bahwa
otomatisasi kontrak dapat melemahkan prinsip kebebasan berkontrak, sementara (Yin, 2025)
menekankan perlunya adaptasi hukum terhadap teknologi disruptif seperti blockchain dan smart
contract. Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, namun menambahkan dimensi komparatif
antar yurisdiksi yang belum banyak dibahas sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif-tematik berbasis perangkat lunak NVivo, yang menghasilkan pemetaan frekuensi
tema hukum seperti enforceability, yurisdiksi, dan penyelesaian sengketa. Pemetaan ini memberikan
kontribusi orisinal dalam menunjukkan bahwa isu enforceability adalah tema dominan dalam literatur
hukum smart contract lintas negara (Yusuf & Martinez, 2025). Dengan demikian, penelitian ini
memperluas cakupan diskusi akademik dari yang sebelumnya hanya fokus pada aspek teknis atau

nasional, menjadi lebih sistematis dan global dalam konteks hukum perdata internasional.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal adalah bahwa Amerika Serikat ternyata
belum memiliki kerangka hukum federal yang jelas dan seragam terkait smart contract. Padahal, secara
umum, Amerika Serikat sering dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan teknologi digital dan
blockchain (Kuo & Shyu, 2021). Ternyata, sistem federalisme yang memberikan kewenangan besar
kepada masing-masing negara bagian justru menciptakan fragmentasi dalam kebijakan hukum.
Sebaliknya, Uni Eropa yang dikenal memiliki proses regulatif yang lebih lambat ternyata berhasil
menyediakan kerangka hukum yang relatif terkoordinasi dan progresif melalui pendekatan
supranasional (Schrama, 2023). Ini menunjukkan bahwa kemampuan mengatur teknologi baru tidak
hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, tetapi juga pada model pemerintahan dan mekanisme
legislasi yang efektif. Fakta ini menjadi refleksi penting bahwa harmonisasi hukum internasional
mungkin lebih mudah dicapai melalui pendekatan kolektif antar negara seperti yang dilakukan Uni

Eropa dibanding pendekatan parsial seperti di Amerika Serikat.



N. I. Safitri et al.
Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan dorongan untuk mengkaji ulang konsep-konsep hukum
kontrak yang selama ini didasarkan pada interaksi manusia, kehendak bebas, dan bentuk tertulis. Smart
contract sebagai kontrak otomatis yang dieksekusi melalui kode program memunculkan kebutuhan
untuk memperluas definisi tentang kesepakatan dan pemenuhan kewajiban hukum. Penelitian ini juga
mengusulkan model hukum hybrid yang menggabungkan prinsip-prinsip nasional dengan norma-norma
internasional seperti UNCITRAL Model Law, sebagai pendekatan baru untuk menjembatani
kesenjangan regulatif (The & For, 2024). Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini memiliki
implikasi langsung terhadap kebijakan dan industri. Pemerintah dan pembuat regulasi dapat
menggunakan temuan ini untuk membentuk atau merevisi peraturan perdata yang sesuai dengan
karakteristik kontrak digital (Kostina Prifti et al., 2024). Lembaga penyelesaian sengketa juga perlu
mempertimbangkan inovasi seperti Online Dispute Resolution (ODR) dan blockchain arbitration untuk
mengatasi kompleksitas sengketa lintas negara yang melibatkan smart contract (Salger, 2024). Di sisi
lain, pelaku industri dan penyedia platform teknologi perlu menyusun sistem perlindungan hukum yang
lebih kuat, termasuk dalam hal validasi kontrak, mekanisme interpretasi kode, dan perlindungan

konsumen (Chanuka Wijayakoon et al., 2025).

Seperti halnya penelitian lain, studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama,
ruang lingkup kajian dibatasi pada tiga yurisdiksi utama, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni
Eropa. Meskipun ketiganya mencerminkan keragaman sistem hukum, namun tidak mencakup yurisdiksi
lain yang juga relevan seperti negara-negara di Asia Timur, Amerika Latin, atau Afrika. Kedua,
penelitian ini bersifat normatif dan hanya menggunakan data sekunder berupa dokumen hukum dan
artikel ilmiah, sehingga tidak mencerminkan perspektif empiris dari pelaku industri atau pembuat
kebijakan. Ketiga, model hukum hybrid yang diusulkan belum diuji secara langsung dalam konteks
simulasi atau studi kasus nyata, sehingga efektivitasnya masih bersifat teoretis. Meskipun demikian,
keterbatasan ini tidak mengurangi nilai dan relevansi penelitian dalam mendorong diskusi akademik dan

reformasi hukum di era digital (Ildar Begishev et al., 2023).

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar studi lanjutan
dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, mencakup yurisdiksi dari negara-negara berkembang dan
kawasan lain yang belum banyak diteliti. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mengadopsi
pendekatan empiris dengan melibatkan wawancara atau survei terhadap regulator, praktisi hukum,
pelaku industri, dan pengguna smart contract. Selain itu, simulasi penerapan smart contract dalam
skenario sengketa nyata dapat menjadi pendekatan inovatif untuk menguji kelayakan model hukum
hybrid yang telah diusulkan. Di tingkat global, perlu adanya forum internasional yang diprakarsai oleh
lembaga seperti UNCITRAL, OECD, atau WTO untuk merumuskan standar hukum bersama yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam transaksi digital lintas negara. Harmonisasi hukum ini penting untuk
menciptakan sistem transaksi global yang adil, aman, dan memiliki kepastian hukum (Sammu & Joy,

2024).
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IV. KESIMPULAN

Studi ini mengungkap bahwa meskipun smart contract memberikan efisiensi tinggi dalam transaksi
lintas negara, penerapannya masih dihadapkan pada hambatan yang signifikan dalam ranah penegakan
hukum perdata. Ketidaksamaan regulasi antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia
menimbulkan ketidakpastian hukum. Uni Eropa telah memiliki pendekatan regulatif yang cukup maju,
Amerika Serikat menunjukkan ketidakteraturan akibat otonomi negara bagian, sedangkan Indonesia
masih belum memiliki landasan hukum yang secara khusus mengatur keberadaan maupun enforceability
dari smart contract. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik smart contract yang berjalan secara
otomatis tanpa keterlibatan manusia tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti
kehendak bebas dan asas konsensualisme. Kondisi ini memunculkan persoalan terkait keabsahan
kontrak, penentuan yurisdiksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara. Temuan juga
menegaskan bahwa enforceability merupakan isu utama yang perlu direspons, disusul oleh kebutuhan
akan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi dan pentingnya harmonisasi hukum di tingkat

internasional.

Sebagai kontribusi ilmiah, studi ini menawarkan model hukum hybrid yang mengintegrasikan prinsip
nasional dan norma internasional seperti UNCITRAL Model Law, serta menyarankan pembentukan
mekanisme penyelesaian sengketa digital berbasis blockchain. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi
pengembangan teori hukum kontrak digital, serta berguna bagi regulator, praktisi hukum, dan sektor
industri. Dengan demikian, penelitian ini telah memberikan jawaban atas pertanyaan utama mengenai
tantangan dan pendekatan hukum yang dibutuhkan dalam menghadapi smart contract lintas yurisdiksi.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama global dalam membentuk standar hukum digital demi

menciptakan sistem transaksi lintas negara yang lebih aman, adil, dan memiliki kepastian hukum.
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